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Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks
negara kesatuan republik Indonesia, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengontrol dan mengendalikan
kebijakan daerah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertuang dalam
peraturan daerah. Tesisini membahas mengenai urgensi dan kewenangan sinkronisasi rancangan peraturan
daerah oleh pemerintah pusat sekaligus merumuskan mekanisme sinkronisasi yang lebih efektif dan sesuai
dengan konteks negara kesatuan yang menerapkan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat urgensi yang tinggi dalam pelaksanaan sinkronisasi
rancangan peraturan daerah sehingga perlu adanya penyesuaian atau perubahan atas peraturan perundang-
undangan yang ada sebagai payung hukum dilakukannya sinkronisasi tersebut. Di samping itu, dari sisi
instansi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi, menurut penulis adalah instansi Kementerian Hukum dan
HAM karena beberapa alasan yaitu, tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM adalah di bidang hukum
peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum secara nasional, memiliki sumber daya manusia yang
mencukupi baik dari sisi kuantitas dan kualitas, memiliki lembaga/instansi vertikal di semua daerah di
Indonesia, pimpinan instansi vertikal di daerah diangkat dari hasil open bidding bukan dari proses politik
sehingga lebih profesional .

<hr /><i>The formation of local regulations by the local government can not be separated from the context
of the united republic of Indonesia, so the role of the central government in controlling the regional policy is
very necessary in the implementation of local government as stated in local regulations. Thisthesis
discusses the urgency and authority to synchronize regional regulation drafts by the central government and
formulating a more effective synchronization mechanism and in accordance with the context of a unitary
state that implements regional autonomy. The research method used in this research is normative research
method.

The results of this study indicate that there is a high urgency in the implementation of the synchronization of
the draft local regulations so that there needs to be adjustments or changes to existing legislation as alegal
norm of the synchronization. In addition, in terms of the appropriate agencies in synchronizing, according to
the author isthe Ministry of Justice and Human Rights for several reasons namely the duties of the functions
of the Ministry of Justice and Human Rightsisin the field of law legislation and national law development,
has a source sufficient human power in terms of quantity and quality, have vertical ingtitutionsin all regions
in Indonesia, the head of vertical institutions appointed from the open bidding results not from the political
process so more professional .</i>
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